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Menimbang

Mengingat

REPUBLIK INDONESIA,

bahwa berdasarkan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2008Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
berkewajiban melakukan pembinaan penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan
Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan

Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4890);

Peraturan Pemerintah Nomor 192 Tahun 2014 tentang
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 400);
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Menetapkan

MEMUTUSKAN:
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN
PEMBANGUNAN TENTANG PEDOMAN PENILAIAN DAN
STRATEGI PENINGKATAN MATURITAS SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH.

Pasal 1
Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) digunakan
sebagai acuan bagi Kementerian/Lembaga/Pemerintah
Daerah dalam melakukan penilaian dan meningkatkan

maturitas penyelenggaraan SPIP.

Pasal 2
Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 3
Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 18 Maret 2016

KEPALA BADAN PENGAWASAN

KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ARDAN ADIPERDANA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
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I Nama Unit: i | Lampiran :1/1-10

I Jabatan: Eselen II/lI/IV atau Staf | FORM: PM-1

KUESIONER SURVAI MATURITAS SPIP

Isilah dengan Y (Ya) atau T (Tidak) sesuai dengan kondisi yang sebenarnya pada kolom “Y/T™
atas pertanyaan berikut,

1, Penegakan Integritas dan Nilai Etika (1,1)
NO. PERTANYAAN YIT

1| Apakah organisasi (Kementetian/Lembaga/Peinda) telah memiliki Aturan Perilaku (Kode
Etik) yang ditetapkan secata formal oleh pimpinan organisasi (Kepala Lembaga untuk K/L
dan Gubemur/Bupati/Walikota untuk Pemerintah Daerah)?

2 | Apakah Aturan Perilaku (Kode Btik) organisasi tersebit telah dikomunikasikan kepada
sebagian besar pegawai dalam unit kerja‘unit organisasi Saudara?

3 | Apakah sebagian besar pegawai dalam mit kerja/unil organisasi Sandara berperilalm sesuai
dengan Atutan Perilaku (Kode Etik) organisasi?

4 | Apakah  pimpinan  organisasi/unit-organisasinit  kerja  ftelah  melakukan
pemantauan/evaluasi pencrapan Aturan Perilaku (Kode Fiik) secara berkala dan
terdokumentasi?

Apakah Aturan Perilaku (Kode Ftik) organisasi dikembangkan terus menerus sesuai
petubahan yang terjadi, dan telah dilakukan pemantauan secara ofomatis oleh pimpinan
organisasi atas penerapan aturan perilaku organisasi?

wy

2. Komituen Terhadap Kompeteusi (1.2)
NO- PERTANYAAN YT

1 | Apakah organisasi telah memiliki standar kompetensi atas setiap tugas dan fungsi wntuk
masing-masing posisi yang ditetapkan secara fornial oleh pimpinan-organisasi?

i 55]

Apakah standar kompetensi atas setiap fngas dan fungsi untuk masing-masing posisi
tersebut telah dikomunikasikan kepada sebagian besar pegawai dalam wnit kerja/unit
organisasi Saudara?

3 | Apakah promosi/mulasi pejabal telah berdasarkan standar kompetensi?

4 | Apakah pimpinan organisasi felah melalkukan pemantavan/evaluasi atas standar
kompetensi dan kesesuatan penempatan pejabat dengan standar kompetensi secara berkala
dan terdoloumentasi?

3 | Apakah standar kompetensi dikembangkan terus menerus sesvai perubahan yang terjadi,
dan ada sarana pemantanan secara otomatis oleh pimpinan organisasi atas kesesnaian
penempatan pejabal dengan standar kompetensi?

. Kepemimpinan yang kendusit (1.3)

NO. PERTANYAAN YT
1 | Apakah organisasi telah memiliki lebijakan/prosedur Sistem Manajemen Kinerja (SNK),

misalnya prosedur penerapan Sistemn Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)?

2 | Apakah kebijakan/prosedur SMK telah dikomunikasikan kepada seluruh tingkat pimpinan
dan pegaway terkait dalam unit organisasy/ it kerja Saudara?

3 | Apakah kebyakan/prosedur SMK telah diberlakulcan/diimplementasikan kepada unit
organisasi/unit kerja Saudara?

4 | Apakah pimpinan organisasi ! unil-organisasi / umt kega telah mengevalnasi
kebijakan/prosedmr SMK. dan implementasinya secara berkala:dan terdokumentasi?
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Lampiran :1/2-10

Kepemimpingn yang kandusif (1,3)
NO. PERTANYAAN YIT

5 | Apakah kebijakan/prosedur SMK dikembangkan terns menerus sesuai dengan. perubahan
yang ‘tefjadi dan telah dilakukan pemantavan secara otomatis/online oleh pimpinan
organisasi 7

4. Struktor Organisasi Sesnai Kelbmbalum (1.4) |
NO- PERTANYAAN YIT

1 | Apakah organisasi/ unit-organisasi/ unit kerja Saudara telah memiliki Struktur Organisasi
beserta uraian tata laksananya mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku?

1 55]

Apakah keberadaan Struktur Organisasi beserta wraian tata laksananya. baik pada
organisasi/ unit-organisasi/ unit kerja, telah dikomunikasikan kepada level pimpinan dan
pegawai yang berkepentingan?

3 | Apakah Strukiur Organisasi beserta uraian tata laksananya pada organisasi / unii-organisasi
/ unit kerja Saudara telah sesuai dengan uluran dan sifat kegiatannya?

4 | Apakah Struktur Organisasi beserta nraian tata laksananya pada organisagi / unit-organisasi
{ unit kerja Saudara telah dievaluasi secara berkala dan lerdokumentasi?

5 | Apakah Struktur Organisasi beserta uraian fata laksananya dimutakhirkan sesuai perubahan
linglungan strategis dan telah dilakukan pemantavan secara otomatis/ enline oleh pimpinan
organisasi?

. Péudelegasian Wewenang dau Tuug Jawab yang Tepat (1.5) i
NO. PERTANYAAN YIT

1 | Apakah terdapat prosedur pendelegasian wewenang yang dibuat secara formal di
organisasy/ unit-organisasy unit kerja Saudara?

2 | Apakah prosedur pendelegasian wewenang di organisast/ unil-organisasi/ unit kerja
Saudara telah dikomunikasikan kepadascbagian besar pegawai?

3 | Apakah prosedur pendelegasian wewenang di organisasi/ mmif-organisasi/ unit kerja
Saudara telah dilaksanakan dan didokumentasikan?

4 | Apakah pimpinan organisasi / uriil-organisasi/ unil ketja Saudara telah melakukan evaluasi
atas prosedur pendelegasian wewenang dan hasil pelaksanaan pendelegasian wewenang
secara berkala'dan terdokumentasi?

5 | Apakah prosedur pendelegasian wewenang terus menerus disesuaikan dengan perubahan
lingknngan strategis yang terjadi. dan atas pelaksanaan pendslegasian wewenang felah
dilakmkan pemantanan otomatis/online oleh pimpinan organisasi / unit-organisasi / unit
kerja?

. Penyusunan dan Penerapan Kebifjakan yang Sehat tenfang Pembinasn SDM (1.6)
L PERTANYAAN Y

1 | Apakah organisasi telah memilili serangkaian kebijakan/aturan mengenai pembinaan
Sumber Daya'Manusia (SDM) sejak rekrutmen s.d. pemberhentian?

2 | Apakah kebijakan/aturan pembinaan SDM (ersebut I(elah dikomunikasikan kepada
pegawai pada umil kerja Saudara?

3 | Apakah rekrutmen, pembnaan pegawai sampai dengan pemberhentianiya pada unit kerja
Saudara felah dilakukan sesvai dengan kebijakan/aturan pembinaan SDM dan
didokumentasikan?
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